
BUPATI TAPIN
PROVIilSI KALI}IANTAIT SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR Qr TArrUil 2OL7

TENTAITG

UMT LAYAITAIT PEITGAI)AAIT BARAITG DAIT.'ASA
PEMERINTATI I(ABUPATEIY TAPIN

DENGAIT RAHMAT TI'IIAIT YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TAPIil,

batrwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
Peraturran Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 tentang Pembahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, perlu membentuk Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hun f a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Unit l,ayanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun L999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usatra (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); Ilrt
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
58, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8a3l;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembatran Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerintatran Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (I*mbega
Negara Republik Tatrun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

1O. Peratrrran Pemerintatr Nomor 79 Tatrun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

"l
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ll.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/JasaPemerintah, sebagaimana telatr diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang
lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/JasaPemerintah;

12. Perah:ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penrbahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahrrn 2O1O
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Pembahan Kedua atas Peratrrran
Menteri Ddam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hulrum Daerah;

15. Peraftrran Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintatt Nomor 5 Tahun 2Ol2
tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana
telatr diubah dengan Peraturan Kepala kmbaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Kedua
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2Ol2 tentang Unit Layanan Pengadaan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tatrun 2016 tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor O9 Tahun 2OlL
tentang Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik
(e-hoanrementl di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin;

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan F\rngsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin; 

J
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MEMUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATIIRAN BUPATI TAPIN TENTAIYG ITIYIT
LAYAITAN PEITGADAAN BARAITG DAN JASA
PEMERIIITAII KABI'PATEIY TAPIil.

BAB I
K TENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

5. Satrran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutrrya disebut
SOPD adalah unsur pembantrr Bupati dan Dewan Perwakilan
Ratryat Daeratr dalam penyelanggaraan Umsan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah.

6. Irmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
selanjutnya disebut LKPP adalatr lembaga Pemerintalr yang
berfugas mengembangkan dan merumuskan kebiiakan
pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 1O6 Tahun 2OOT tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang /JasaPemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2OL4
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2OO7 tentang Lembaga Kebliakan Pengadaan Barang
/JasaPemerintah.

7 . Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut PBJ adalatr kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh SOPD, yang prosesnya dimulai dari perencarraan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.

8. Pengguna Barang/Jasa adalatr pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang/jasa milik daerah di masing-masing SOPD.

9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan pengguna€Ln anggar€rn untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran, yarlg selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melal<sanakan sebagran
tugas dan fungsi SOPD.

nq
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1 1. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

12. Unit l.ayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintatr Daeratr,
yang selanjutnya disebut ULP adalah unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersifat non struktural di
bidang pengadaan barang/jasa yang melekat pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Tapin.

13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya di sebut
LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

14. Pejabat Pengadaan adalah personil y{rg memiliki sertiFrkat
keatrlian pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan
Pengadaan Barang dan Jasa.

15. Kelompok Kerja ULP, yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah
Kelompok Kerja yang berjumlatr gasal, memiliki sertilikat
keahlian pengadaan baraag/iasa, beranggotakan paling kurang 3
(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan, yang berhrgas unhrk melaksanakan pemilihan
penyedia pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah
Daeratr.

16. Sertifrkat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuart
profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

17. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentrran yarrg hanrs ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/ Jasa.

1 8. Parriti a / Pejabat Penerima Hasil Pekedaan adalah panitia / pejabat
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.

19. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstmksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

20. Pakta Integritas adalah Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Kompsi dan Nepotisme
dalam Pengadaan Barang/Jasa.

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yanag dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

22.Pekeqaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan y{ry
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud frsik lainnya.

oe(
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23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainwarel.

24.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertenhr yang mengutamakan keterampilan (skillwarel dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha
unttrk menyelesaikan suatu pekedaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan
pekerjaan konstnrksi dan pengadaan barang.

25. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan
untul< mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan
barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat
waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan
aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

26. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adatah
Pengadaan Baran:g/Jasa dalam rangka pencapaian program
prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian publik.

BAB II
TUJT'AIT DAIT RUAITG LIITGKT'P

Bagian Kesatu

ftrJuan

Pasal 2

Pembenhrkan ULP berhrjuan :

a. menjamin pelaksanaan PBJ lebih terintegrasi atau terpadu sesuai
dengan tata nilai pengadaan; dan

b. meningkatkan efektifrtas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi SOPD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Paeal 3

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencalmp pelaksanaan
PBJ melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian
atau selumhnya bersrrmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lHibahlBanhran
Luar Negeri.

fl,4
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BAB III
PEMBENTITXAT|, XEDI DITKAN, TUGAS, NTWTNANGAN

DAII SUSI'IIAII ORGAIIISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Perattrran Bupati ini dibentuk Unit l.ayanan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin, yang mempakan
Unit Kerja di linglmngan Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersifat
Non Strukftrral di Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang melekat di
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Tapin.

Bagtan Kedua

Kedudulran

Pasat 5

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baglan Ketiga
ftrgas

Pasal 5

Unit Layarran Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
mempunyai tugas :

a. mengkaji ulang Rencana Umum PBJ bersama PPK;

b. men5rusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. mengumumkan pelaksanaan PBJ di Website SOPD dan papan

pengumuman resmi trntuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifftasi penyedia barang/jasa melalui prakualifrkasi
atau pascalmalifikasi;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f. menjawab sanggatran;

g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyeratrkan salinan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;

h. menyimpan dolnrmen asli pemilihan perryedia barang/jasa;

a)y
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mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka
acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak
kepada PPK;

membuat laporan mengenai proses dan hasil PRI kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

m.

PB.I kepada PAIKPA;

men5rusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di
lingkungan ULP;

melaksanakan PBJ dengan menggu.nakan sistem pengadaan
secara elelrtronik di LPSE;

melaksanakan evaluasi terhadap proses PB.l yang telatr
dilaksanakan; dan

mengelola sistem informasi manqiemen pengadaan yang
mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daltar
kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 7

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
mempunyai kewenangErn :

a. menetapkan Dokumen Pengadaan;

b. menetapkan pemenalg untuk :

1) pelelangan atau penunjukan langsung unhrk paket
pengadaan barang/pekerjaan konstmksi/jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah); atau

2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
1 O.0OO.OOO.0O0,- (sepuluh miliar rupiatrl ;

c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :

1) pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung
unhrk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus
miliar rupiah); atau

2l pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk
paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.
1O.OOO.OOO.OO0,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

d. mengusulkan kepada PA/KPA aga.r penyedia barang/jasa yang
melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan,
pemalsuan dan pelanggaran lainnya dikenakan sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam; dan ,'2{

n.
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Baglan Kellaa
Susuaaa Organisasi

Pasal 8
(1) susunan organisasi perangkat ulp, terdiri atas :a. Kepala;

b. Sekretariat; dan
c. Anggota.

(2) l:r?rrgt"t, ULp sebagaimana dimaksuddijabat oleh : 
r*cr t*maKSUcl pada ayat (1) dapat

a' pejabat pimpinan dnggr pratama atau jabatan administratoratau j abatan p.., g.*il fu $;;kJaiirr.* sebagai Kepala;

pejabat
tertentu
sebagai

(3) 
;fs,*l'"t":r[Hffii dimaksud pada ayat (u memenuhi
a' 

#:,ffi"ffiflHi. disiplin dan tanggung jawab daram
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

tu yang menjadi tugas

de dan prosedur pengadaan;

f. menandatarrgani pakta Integritas.
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(4) Bagan strukhrr organisasi Perangkat ul,p sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perattrran Bupati ini.

Paragraf 1

Kepala ULP

Pasal 9

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a, mempunyai trrgas :

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULp;

b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;

c. men5rusun program kerja dan anggaran ULP;

d. mengawasi seluruh kegiatan PR, di ULP dan melaporkan
apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
kegiatan PBJ kepada Bupati melalui Sekretaris Daeratr;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manusia ULP;

g. menugaskan/menempatkan/memindatrkan anggota ULP ke
dalam Po\ia ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;

h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah, apabila terbukti melakukan
pelarrggaran peraturan perundang-undangan dan/ ata'u KKN;
dan

i. mengusulkan jabatan administrator atau jabatan pengawas
atau pejabat fungsional umum atau jabatan pelaksana atau
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai personil
Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

Kepala ULP sebngeimana dimaksud pada ayat (1) dapat
merangkap dan bertugas sebagai Anggota Po\ia ULP.

Paragraf2
Sekretariat ULP

Pasaf 10

(1) Sekretariat ULP sebagairnana dimaksud datam Pasal 8 ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh Sekretaris.

(21
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(21 Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
merangkap dal berfugas sebagai Anggota Pokja ULP.

PaBaI 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat (f ),
mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;

b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan Po\ia ULP;

d. memfasilitasi pelaksanaan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh Po\ia ULP;

e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang
disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data
manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/j asa;

g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan
menrusun laporan; dan

i. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf
Pendukr.rng ULP ddam proses pengadaan barang/jasa.

Paragraf 3

Kelompok KerJa

Pasal 12

(1) Po\ia ULP mempunyai tugas :

a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga
perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;

b. mengusulkan pembahan harga perkiraan sendiri, kerangka
acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangErn
kontrak kepada PPK;

c. men)rusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan
menetapkan Dokumen Pengadaan;

d. melakukan pemiliharr penyedia barang/jasa mulai dari
pengumuman kualifrkasi atau pelelangan sampai dengan
menjawab sanggah;
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e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :

1) pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan
langstrng untrrk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa iainnya dengan nilai diatas Rp.
1 OO. O0O. 000. 000, - (seratus miliar rupiatr) ; atau

2l pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai
diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
melalui Kepala ULP;

f. menetapkan pemenang unflrk:
1) pelelangan atau penuqjukan langsung untuk paket

pengadaan banng/pekerjaan konstmksi/jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp.1O0.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2l seleksi atau penunjukan langsung unhrk paket
pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggr
Rp. 1 O. O0O. OO0. OOO,OO (sepuluh miliar n.piah) ;

g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara
Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
barang/jasa kepada Kepala ULP;

i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP
mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan
seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli
kepada Kepala ULP.

l2l Dalam melaksanalcan tugasnya, Ketua Pokja ul,p dan setiap
Anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam
pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak.

(3) Penetaran pemenang oleh Pokja ul.p sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala
ULP.

(4) Anggota Pokia ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat
Pengadaan di luar ULP.

(1)

Pasal 13

Anggota masing-masing Pokja ULp berjumlah gasal
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat aitamuarr
sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pokja ULP dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli pemberi
penjelasan teknis.

(2\
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BAB TV

TATA KER.'A

Pasal 14

ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LPSE,
SOPD, LKPP dan Kalangan Dunia Usaha.

Pasal 15

Hubungan kerja ULP dengan SOPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 14, meliputi :

a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan
pelaksanaan pengadaan;

b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan
kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi
dalam proses pengadaan barang/jasa;

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SOPD dalam
penJrusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan

d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati.

Pasal 16

Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, meliputi:
a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barangljasa

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;

b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, ddam rangka penyelesaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan baratg/jasa;

c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

d. penyampaian masukan untuk perumusan strategr dan kebijakan
pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

Standar Operasional Prosedur ULP ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

/ry
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(2)
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BAB V
KETENTUAN L/UN.L/UN

Pesat 18

Aparatur Sipil Negara yang diperbanhrkan dan ditugaskan pada
ULP berhak mendapatkan jenjang karfu stmktural maupun
fungsional sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan
yang berlaku.

Aparahrr Sipil Negara yang ditugaskan di ULP berhak menerima
tunjangan tambahan penghasilan yilry besarannya sesuai
kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan
beban/kondisi kerja.

Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil kajian instansi yang
berwenang dalam pengelolaan keuangan dan dalam urusan
pendayagunaan aparatur negara.

Tunjangan Tambahan Penghasilan unttrk Aparatur Sipil Negara
yang ditugaskan di ULP ditetapkan berdasarkan kinerja
bulanan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah
atas persetujuan Bupati.

Pasal 19

(1) Ddam menugaskan Anggota ULP sebagai Pokja ULP, Kepala
ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja
ULP.

(2) Kepala ULP, Sekretaris ULP dan Anggota ULP ditetapkan oleh
Bupati melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim
Penilai.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas
unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, PA/KPA, dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah.

Pacal 20

ULP melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui LPSE.

(3)

(4)

a{
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BAB VI
PEMBIAYAAIT

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber arrggararl
sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
K TENTUAIT PEIYUTT'P

Pase.l22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Jc.nu vi ?:O17

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 Janwtri ?017

KABUPATEIT TAPIIY,

\-;---,_-_-.i

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI7 NOMOR 01

.h.\
\-J \\ir-
7,
-,/



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 01 " IJhi-Uil. ::O17
TANGGAL : 04 JA,'iu"ff t 017

BAGAIT STRI'KTI'R ORGAITISASI
I,IIIT LAYANAIT PEITGAI'AAN BARANG DAN JASA

PETERINTAII I(ABI'PATEIY TAPIIT

4


